SALINAN

WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang ©° a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil
pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat;

b. bahwa dalam rangka penyelarasan dengan Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan sehubungan
dengan adanya hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2019 melalui
evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palembang
Tahun Anggaran 2019 maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 perlu dilakukan
perubahan dan penyesuaian terhadap Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang
Tahun 2018-2023 agar terdapat konsistensi antara dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana
Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023;

Mengingat ...



Mengingat

—

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1928);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019
Nomor 1);

10.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Palembang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan ...



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018-2023

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 3), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Judul BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

BAB III
Dokumen RPJMD

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
(1) Sistematika Dokumen RPJMD meliputi :
a. BAB 1 : Pendahuluan;
b. BAB I : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB IlII : Gambaran Keuangan Daerah;
d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
e. BAB V . Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program
Pembangunan Daerah;
g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan

Program Perangkat Daerah;

h.BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraaan Pemerintah
Daerah; dan

i. BAB IX : Penutup

(2) Dokumen RPJMD dan penjelasan sistematika RPJMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II ...



Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Maret 2021

WALIKOTA PALEMBANG,
ttd
HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
(2-31/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,

ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001





